PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

I}, faya Rinluni KR T Bz 7, Eode Pos 38364 Ernail : dikpora_Giniun it go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TELUK BINTUN!
NOMOR : 421.1/359/ 2015
TENTANG

LJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI {(FAUD)

Menimbang:

Mengingat ;

TAMAN KANAK-KANAK (TK} LAHAIRO! STEIRIRA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMLUDA DAN QLAHRAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI

a. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana  untuk Mawjdkan
suasana belajar dan pruses pembelajaran agar peserta  didik  secara  aktif
mengembangkan potensi diritva untuk  memilki kekoalan mental  spiritual
pengandalian dirl, kepribacdian,  kecerdasn, akhak mulia serta ketrampilan, dan
kernampuan dalam bidang pengetahuan dan teknolagl yang diperlukan dirinya
dalam Kehidupan bermasyarakat ,berbangsa dan berneeara.

b. batwas untuk menghadapi era plobalisasi dalam menjalankan  fungsinya  bagi
lembaga pendidikan non formal maka periu diberikan ijin operasional.

¢, Bahwa i Kabupalen Teluk Bintuni perlu adanya lembaga-lembaga yang
bergerak di berbagai layanan pendidikan non formal yang dapat membantu
masyarakat yane kesulitan menempuh pendidikan formal.

d.  bahwa demi tertibhya penyelenggeraan Pendidikan formala dan  Nonformal
perlu diatur denzan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Dlahraga Kabupaten  Teluk Binfuni.

1. Undang - Undang MNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Sistim Femerintah Daerah:
3. Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentng Keuvangan Daerah,

4. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  Antar
Pemerintall Pusal dan Dawrah;

g, Undanmp-Undarg  Womor 21 Tahun 2007 lentang  Qlonomi Khusus bagi
Propinsi Papua  (lembaran Megara Republik Indonesia Tahon 2001 MNomor
135, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia nomor 4151) sebagaimana
telah  diobah  dengan  Undang-Undang  Meomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi  Propinsi Papua menjadi | Undang-Undang
[Lembaran Megara Republlk Indonesia Tahun 2002 Nomaor 129, Tamhbahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Normor 4884 ),
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Undang-Undang  Normor 26 Tahun 2002 tentang Pembenlukan Kabupaten
Zarmi , Kerom, Seorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Binlang
YehukimeTalikara, Kabupaten \Waropen , Kabupaten Asmat,Kabupaten Kaimana,
Taluk Bintuni, dam Teluk Wondama oi Propinsi Papua  Barat
{Lembaran Negara Tahun 2002 Momor 129, Tambahan Lembaran Negara

Mumor 4245);

Peraturan  Pemerintah Momor 19 Tahun 2005 tentang  Standar Masional
Pendidikan  {iembaran Negara Repoblik Indoniesia  Tahun 2005 Momaor 47
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah MNomor 58 Tahon 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah [Lerbaran Negara Bepubiik  Wndonesia  Tahun 2005 Momar 140,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia  Momor 4573);

Peraturan Pemerintah Momor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pangawasan Penyelenggaraan  Pemenntab  Daerah [Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2005 Momor 158 , Tambahan Lembaran  Megara
Repuhlik indonesia Momear 4503);

Peraturan Pemerintzh  Nerar 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pamenntah  antara Pemeriniah . Pemerintalh  Propinsi  dan Pemerintah
Kabupaten fKota (Lembaran MNegara Republik Indanesia Tahon 2007 Momor
BZ, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negerd Ngimor 13 Tabun 2006 teritang Pedoman
Pengelalaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Poraturan
Menteri Dalam Megeri Momer 59 Tahun 2007;

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Momor 2 Tahun 2010 tontang
Pokok-Fokok Pengelolaan Kevangan Daerah (Lembaran Caerah Kabupaten
Teluk Bintuni Tahun 2010 Momor 57, Tambahan Lembaran Daerah
¥Kabupaten Teluk Bintumi Nomeor 30);

Keputusan  Mentari Pendidikan  Masional  Normor 060/ U/ 2007 Tentang
pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan  Menteri Pendidikan Masional Republik indonesia Nomor 58
Tahun 2000 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dim

MEMUTUSKARN

Setelah memeonuhi segala syarat wang  diperiukan dan telah  beroperasional
sajgk  Tahun 2007 maka  berhiak dibwerikun ljin Operasional

Kepada Mama Lembaga

Nama TR, LAHAIROI STEIRIRA
Yayasan *YPK BINTLINI
Tahun Pendirian o 1 luni 2007

Alamat . JI. Bina Desa Bintuni
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Lembaga  Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam DIKTUM PERTAMA
diwajibkan melaksanakan, melayani dan meningkatkan mutu pendidikan .

ljin Operasional  ind dapat i cabut dan atau ditutop sementara waktu apahila
Yayasan / Lembaga/ PengelolafTutor/ Pengasuh mentelantarkan anak didiknyga dan

gtau lembaga tidak  menjalankan  tugas dam  fungsinya sebagaimana
mestinya.

ljin Operasional ini berdaku sefak tongga’ 3 Maret 2015 dan berakhir sejak tonggal 3
Muoret JA7.

Hal-hal yang belum diatur dalem keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam
keputusan tersendiri,

Fepulusan  ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekelirwan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan ;di Bintuni
Pada Tangegal : 03-03-2015

{Plt.l{&pala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Teluk Bintumni
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Rupati Teluk Bintani;
Kabag, Hukum Selda Kabupaten Teluk Blntunl dl Bintunl ;
Parg Pengelola Yayasan dan Organisasi Mitra;

sekolah yang hersanghkutan;
Arsip



